BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 40 TAHUN 2003
TENTANG PENUNJUKAN LURAH DESA/KEPALA KELURAHAN SE KABUPATEN
MAGETAN SEBAGAI PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
(PBKP) DAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN

Menimbang :

Mengingat :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa sehubungan Keputusan Bupati Magetan Nomor 40

Tahun 2003 Tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala
Kelurahan Se Kabupaten Magetan Sebagai Pembantu
Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP) Dan Petugas
Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pendapatan Asli
Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang baru, maka perlu mencabut
Keputusan Bupati dimaksud dengan Peraturan Bupati dan
selanjutnya dilakukan penetapan dengan Keputusan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor 40 Tahun
2003 Tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan
Se Kabupaten Magetan Sebagai Pembantu Bendaharawan
Khusus Penerima (PBKP) Dan Petugas Pungut Pajak Bumi
Dan Bangunan Dan Pendapatan Asli Daerah;

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
4844),
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4587) ;
. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);
. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
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Menetapkan :

10.

11.

12.

18.

14.

15.

16.

Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2006 Nomor 5); :

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 );

Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2013 tentang
Tatacara Pembayaran, Angsuran, Penundaan Pembayaran
dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
BUPATI MAGETAN NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG
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PENUNJUKAN LURAH DESA/KEPALA KELURAHAN SE
KABUPATEN  MAGETAN SEBAGAI PEMBANTU
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA (PBKP) DAN PETUGAS
PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH.

Pasal 1

Keputusan Bupati Magetan Nomor 40 Tahun 2003 Tentang
Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan Se Kabupaten
Magetan Sebagai Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima
(PBKP) Dan Petugas Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan Dan
Pendapatan Asli Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada - tanggal
diundangkan. )

Agar  setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 April 2014

BUPATI MAGETAN,

MANTRI
Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 April 2014

Plt. SEKRETARIS }l KABUPATEN MAGETAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 15
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